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KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA SELATAN,

bahwa dalam rangka pelaksanaan penyederhanaan
struktur organisas: Perangkat Daerah di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, perlu
drtmidakianjuts dengan Pembentukan Susuiiail
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatthan Daerah
Kabupaten Halmahera Selatan,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud poin a diatas, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati Halmahera Selatan tentang Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatthan Daerah
Kabupaten Halmahiera Selatan,

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru
dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara
R1 Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara
RI Nomor 3895), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara
R1I Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
R I Nomor 3961)

Undang-Undeuig voumor 1 rainun 2003 tentaiig
Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten
Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula,
Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan
d1 Provinsi1 Maluku Utara (Lembaran Negara RI1 Tahun
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2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara R1 Nomor

AN A

4204),

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara R1 Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor
5587) sebagaimana telah kedua kali diubah dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang
Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
R 1 Tahun 2015 Nomor 59),

Peratwran Pemerntaih Nomoi 18 Tahuin 2010
Organisast Perangkat Daerah (Lembaran Negara R 1
Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 Tentang  Perangkat  Daerah
(Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187),

Peraturan Menter1 Dalam Neger1 Republik Indonesia
Nomor $ Taliun 2017 Tentang Fedoman Nomenklatur
Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota
Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 197),

Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan
(Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun
2010 Nomor 8, Tambahan Leimnbvaran Daerali Kabupaten
Halmaehera Selatan Nomor 8) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan
Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pebentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Helamhera Selatan,

Surat Kementerian Dalam Neger1 Nomor 061/4257/OTDA
tertanggal 29 Jum1 2021 Perthal Pertimbangan
Penyederhanan Struktur Organisasi1 Perangkat Daerah
diungruingan remenataian  Daerahh  Kabupaten/Kota

Provins:t Maluku Utara
MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
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Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati in1 yang dimaksud dengan
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Daerah adalah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan

Pemerintah daerah adalah Bupati Halmahera Selatan dan Perangkat
Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah

Kepala Daerah adalah Bupati Halmahera Selatan

Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupat: Halmahera Selatan

Dewan érwakiail nanyat Dacral selaiydtinya disebut DIRD, adalall
Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara
Pemerintahan Daerah

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera
Selatan

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdin damn Sekretanat
Daerah, Sekretarniat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah dan Badan
Daerah Kabupaten Halmahera Selatan

Badain adalall Dadani REpEgawaudii, rendidikan dan relatnian Daerah
Tugas Pokok adalah Tugas utama para pemangku jabatan tertentu pada
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah

Fungs1 adalah fungsi1 para pemangku jabatan tertentu pada Badan
Kepegawalan, Pendidikan dan Pelatihan Daerah

Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukan tugas,
tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Aparatur Sipil Negara
dalam rangka memimpin Satuan Organisasi Perangkat Daerah

Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungs: dan
tugas Dérkautann Géngan pelayailaul tungsional yang weidasainail pada
keahlian dan/atau keterampilan tertentu

Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan
tugas pelaksanaan keglatan pelayanan publik serta administrasi
pemerintahan dan pembangunan

Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit
Pelaksana Teknis Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatithan Daerah
yang melaksanakan kegiatan teknis operasional tertentu yang secara
langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat

BAB II
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatthan Daerah Kabupaten
Halmahera Selatan merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan
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yang menjadi kewenangan Daerah yang berkedudukan di bawah dan

4 - = 1 & 1 1 1
beriauggung jJawab kepada Bupau welaltis Sekietatts Ddaclall

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 3

(1) Susunan Organisast Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Daerah terdir atas
a Badan,

b Sekretarnat Radan, terdir: dan
1 Sub Bagian Umum dan keuangan, dan
2 Sub Bagian Perencanaan dan Penyusunan Program

¢ Bidang Pengembangan, Pembinaan dan Informasi Pegawai, dan
Kelompok Jabatan Fungsional,

d Bidang Mutasi, Kepangkatan, Pensiun dan Kesejahteraan Pegawa,
dan Kelompok Jabatan Fungsional,

e Bidang Pendidikan dan Pelatthan Pegawai, dan Kelompok Jabatan
Fungsional, dan

f Unat Pelaksana Teknis (U'T)

(2) Bagan Susunan Organisasi1 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatithan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada
lampiran Peraturan Bupati in1

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungs:

Paragraf 1
BADAN

Pasal 4
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatthan Daerah, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, dipimpin oleh seorang kepala
DAadnsn wrnsmme svvmsmnis 1avrns o smmnmahomd v D o sevnts Anlosma smanmoalanmoacnsralsae
AFCALCAL L JCLLLS x;;pxixyuxx_yw Lusa.\:x AircatiksgaiiiGa .L}bll)uu [ST751-9901 lilblljblvllssalmml
urusan penunjang pemerintahan Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan Daerah yang menjad: kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan

yang diberikan kepada pemerintah daerah

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan

Kepegawailan, Pendidikan dan Pelatithan Daerah menyelenggarakan fungsi

1 Perumusan kebyakan daerah dibidang Kepegawaian, Pendidikan dan
Felatiian Daerala,

2 Pengkoordinasian penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan Daerah,

3 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebyakan Pemerintah Daerah
Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah,

4 Pembinaan administrasi dan Aparatur Pemerintah Daerah Bidang
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah,
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5 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas

r
L‘ldil TULLIESIIIY A

Paragraf 2
SEKRETARIAT

Pasal 6
Sekretariat Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b,
dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Badan dan mempunyai tugas melaksanakan

PELwIIUSal KOGSEP daul  peélandaiiaann Kebyakrarn, pPengoorduiasiart,
pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi keuangan, hukum, informasi,
kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan

ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian, pengelolaan
dan penatausahaan aset, dan pelayanan administras: d1 lingkungan Badan
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah berdasarkan ketentuan dan
peraturan yang berlaku

Pasal 7

Dalam menvelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6,

Sekretariat Badan menyelenggarakan fungsi

1 Pengoordinasian penyusunan kebyakan, rencana, program, kegiatan
dan anggaran di lingkungan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan Daerah,

Z Pembimaan dan pemberian dukungan administraslt yang meliputi
keuangan, hukum, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan,
kerumahtanggan, dan pelayanan administrasi di hingkungan Badan
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah,

2 Pengordinasian, pemhmaan dan nenataan orgamsasi dan tata lakeana di
lingkungan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatthan Daerah,

4 Pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta
pelaksanaan advokast hukum di hingkungan Badan Perencanaan
Pembangunan dan Penehitian Pengembangan daerah,

5 Pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
(SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi,

6 Penyelenggaraan dan penatausahaan aset dan pelayanan pengadaan
barang/jasa di lhngkungan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
Pclatishan Dacrah,

7 Pengoordinasian penyusunan Renstra, Renja, LKjIP, SAKIP, LPPD dan
Laporan Keuangan Badan,

8 Pengelolaan kepegawalan di lingkungan Badan Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan Daerah,

9 Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup
tugasnya,

10 Pengendalian pelaksanaan tugas UPT, dan

11 Pelaksanaan fungsi lain yang dibenkan oleh Kepala Badan sesuai

I —— - A . e m =
Geligail tugasd daul (wigdulya
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Pasal 8
Sub Bagtan Umuu dan Keudiigdil scbagdidia duuaksud padd pasdl 3 aydtc
(1) huruf b angka 1, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang
bertanggung jawab kepada Sekretaris dan mempunyai tugas membantu
Sekretaris dalam melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha,
perlengkapan dan rumah tangga, pengelolaan keuangan, penatausahaan,
akuntansi, verifikasi, pembukuan dan pelaporan keuangan

Pasal 9
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, Sub
Bagian Umum dan Keuangan menyelenggarakan fungsi
1 Pelaksanaan administras: kepegawaian,
2 Pelaksanaan tata usaha dan pembinaan tata usaha,
3 Pelaksanaan urusan rumah tangga,
4 Pelaksanaan anggaran dan penylapan bahan tanggapan atas laporan
pEMENKsaaanl Keuauigaul,
Pelaksanaan perbendaharaan, dan
Pelaksanaan verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan
7 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas
dan fungsinya

S w»

Pasal 10
Sub Bagian Perencanaan dan Penyusunan Program sebagaimana dimaksud
dalam pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2, dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Dagiain dani bertangguag jawap neépada Sekiétans dan mempdnya tugas
melaksanakan penylapan dan koordinasi penyusunan rumusan
perencanaan, evaluasi program dan pelaporan Badan sesuai pedoman kerja
dan ketentuan yang berlaku

Pasal 11

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, Sub

Bagian Perencanaan dan Penyusunan Program menyelenggarakan fungsi

1 Pengoordmasian penyusunan rencana program dan kegiatan Badan,

2 Pengoordumasiaul pelaksailaail peréncanaan, pélapoian dan eévaluas:
program Badan,

3 Pengintegrasian penyusunan rencana program dan kegiatan Badan,

4 Penyusunan Renstra, Renja, LKjIP, SAKIP, LPPD Badan,

5 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan
dan Penyusunan Program,

6 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas
dan fungsinya
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Paragraf 3
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DIDANG PENGEMBANGAN,PEMBINAAN DAN INPORMASI PEGAWAIL

Pasal 12
Bidang Pengembangan, Pembinaan dan Informasi Pegawai sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala
Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan mempunyai
tugas merumuskan kebyakan teknis Bidang Pengembangan, Pembinaan
dan Informasi Pegawai sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku

rascua 19
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12,
Bidang Pengembangan, Pembinaan dan Informasi Pegawai
menyelenggarakan fungsi
1 Perumusan kebyakan teknis pengembangan, pembinaan dan informas:
pegawai,
2 Penyusunan rencana program dan kegiatan Bidang Pengembangan,
Pembimaan dan Informasi Pegawai,

3 Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan Bidang Pengembangan,
Pembuiaann dain linforinasi Megawai,

4 Perumusan bahan kebyakan pengadaan ASN dan P3K,

S5 Penilaian dan evaluasi kinerja aparatur,

6 Pengelolaan sistem informasi kepegawaian,

7 Penyusunan formasi dan kebutuhan ASN dan P3K,

8 Penyelenggaraan proses pengadaan dan penetapan nomor mnduk pegawai
ASN dan P3K,

9 Pelaksanaan program dan petunjuk pembinaan aparatur,

10 Pemantauan dan evaluast  pelaksanaan kebyakan  Bidang
Pengembainigan, Fembuiaan dadn linfoiinas: Hegawau,

11 Pembinaan admimistras1 dan Aparatur Bidang Pengembangan,
Pembinaan dan Informasi Pegawai,

12 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas
dan fungsinya

Paragraf 4
BIDANG MUTASI, KEPANGKATAN PENSIUN DAN KESEJAHTERAAN
PEGAWAI

Pasal 14
Bidang Mutas1 ,Kepangkatan Pensiun dan Kesejahteraan Pegawai
sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf d, dipimpin oleh seorang
Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan
mempunyar tugas merumuskan kebyakan teknis bidang Mutas:,
Kepangkatan, Pensiun dan Kesejahteraan Pegawai sesuai pedoman kerja
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
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Pasal 15

Dealain wenycleuggarakan tugas sebagauuaiia dunaksud pada Pasal 14,

Bidang Mutasi, Kepangkatan, Pensiun dan Kesejahteraan Pegawai

menyelenggarakan fungsi

1 Perumuskan kebyakan teknis bidang mutasi, kepangkatan, pensiun dan
kesejahteraan pegawa,

2 Penyusunan rencana program dan kegiatan Bidang Mutasi,
Kepangkatan, Pensiun dan Kesejahteraan Pegawai,

3 Pengoordinasian pelaksanaan mutast dan promosi, kepangkatan,

pensiun dan kesejahteraan pegawai,

Pelaksanaan verifikas: dokKuimen mutas: daa promos:, képangkatan daut

pensiun pegawali,

Penyiapan bahan pengelolaan kesejahteraan pegawai,

6 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebyakan Bidang Mutasi,
Kepangkatan, Pensiun dan Kesejahteraan Pegawai

7 Pembinaan administrasi dan Aparatur Bidang Mutasi, Kepangkatan,
Pensiun dan Kesejahteraan Pegawai

8 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas
dan fungsinya

E5Y

)]

Paragraf 5
BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIAHAN PEGAWAI

Pasal 16
Bidang Pendidikan dan Pelatthan Pegawai sebagaimana dimaksud pada
Pasal 3 ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
bertanggungjawab kepada Kepala Badan dan mempunya:r tugas
merumuskan kebpyakan teknis Bidang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai

eorovy m wmmed e e Vo a v Vs o mimde vt cmmcme el o e evia T e s e o T LT .
DOOUAL pCluilicdll /ol ja Udil polialulall polulivuauig-ulitadligall yally vcliianu

Pasal 17
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 16,
Bidang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai menyelenggarakan fungsi
1 Penyusunan rencana program dan kegiatan Bidang Pendidikan dan
Pelatithan Pegawa,
Pengkoordinasian penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai,

o

Perumusan Kebjjakan pengenivaiigail Konipetens: ASN,

Pengoordinasian dan fasilitas: kerjasama pelaksanaan seleks: jabatan,
Perencanaan kebutuhan diklat penjenjangan dan sertifikasi,

Fasilitas: pelaksanaan diklat teknis fungsional,

Pelaksanaan evaluast dan pelaporan pengembangan kompetensi
aparatur Pemerintah Daerah di Bidang Pendidikan dan Pelatihan, dan

Pelaksanaan fungs: lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas
dan fungsinya

N O oA Q

00}
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BAB III

FYRYTINE TRTAY A WFt A MY A /MTATFATTN

UL L OO L DiDINLD

Pasal 18
(1) Pada Badan dapat dibentuk Umnit Pelaksana Tekms (UPT) untuk
melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau keglatan teknis
penunjang tertentu sesuai dengan kemampuan daerah
(2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala UPT
yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan
(3) Pengaturan lebih lanjut mengenai Unit Pelaksana Teknis diatur dengan

™. .4 PO B P I R B
Iciatusiall DUpatlt LCLDCLIULLL

BAB IV
ESELONISASI, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
Bagian Kesatu
Eselonisast

Pasal 19
(1) Kepala Badan merupakan Jabatan Pimpinan Tingg1 Pratama atau Eselon
Iib,
(2) Sekretaris merupakan Jabatan Administrator atau Eselon Illa,
(3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator atau Eselon IIIb,
(4) Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Pengawas atau Eselon IVa

V. . Tr.3
Daglail ncuua

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 20
Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian diangkat dan
diberhentikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian/Bupati

BAB YV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA
Bagian Kesatu
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 21

(1) Pejabat Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat
administrator atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan
pelaksanaan tugas jabatan fungsional,

(2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunya1 tugas melakukan kegiatan
sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan
Ketentuan pératuran pélundang-widaigain,

(3) Selain melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2) Kelompok Jabatan Fungsional juga mempunyai tugas
membenkan pelayanan fungsional terkait mekanisme koordinasi dan
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pengelolaan kegiatan dalam pelaksanaan tugas dan fungs:1 jabatan
puupuian  uuggl  prataiad sesuarl  deugdinr biday keditiian  dan
keterampilan,

(4) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
Kelompok Jabatan Fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau
dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja
organisasi

(5) Pejabat fungsional yang ditugaskan secara individu sebagaimana
dimaksud dalam ayat (4) melaporkan pelaksanaan tugasnya secara
berjenjang kepada kepala Badan

{0}] Pgjabat fungsiwonal yailg ituwijuk sebagai 1Tuin Keya Sebagaiinana
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan
Kepala Badan

(7) Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdir1 dan
a Ketua Tim, dan
b Anggota Tim

(8) Pejabat fungsional yang ditunjuk sebagai ketua tim untuk pelaksanaan
tugas sebagiamana dimaksud pada ayat (7) huruf a, berasal dari
perangkat daerah yang membidangi

(5) Trgavat Fuagswnal yaing Qiwiuk sebaga  anggota Tun  Keda
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, dapat berasal dar
berbagai latar belakang kompetensi yang ada pada Badan tersebut atau
diluar Badan, untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan organisasi,

(10) Pejabat Fungsional sebagai dampak dari1 penyetaraan jabatan dalam
melaksanakan mekanisme koordinasti dan pengelolaan kegiatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan nilai1 Angka Kredit 25%
dar Angka Kredit Kumulatif

(11) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditentukann berdasaiKan Kebutahian dain bebaii kega

(12) Tugas, jemis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku

Bagian Kedua
Jabatan Pelaksana

Pasal 22

1 Pelaksana yaug Javatann Pengawasnya {(eselon 1V) terkena

dampak dan pelaksanaan penyederhanaan birokrasi, berkedudukan

pada jabatan struktural di1 atasnya, dengan ketentuan

a Umt Kerja yang masith memiliki Jabatan Administrator, jabatan
pelaksana-nya berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Pejabat
Administrator atau Eselon 111

b Umt Kenpa yang tidak memiliki Jabatan Administrator, jabatan
pelaksana-nya berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Pejabat
Pimpinan Tingg: Pratama atau Eselon II
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(2) Jabatan Pelaksana yang Jabatan Pengawasnya tidak terkena dampak
dei1 pcldkbculdd_u penyeder Hdiiddtl Luukiast telap Lertkedudukdair dau
bertanggungjawab pada Pejabat Pengawas atau Eselon IV

(3) Jabatan Pelaksana ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian/
Bupati

(4) Ketentuan mengenai uraian tugas jJabatan pelaksana di lingkungan
Badan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatthan Daerah diatur
dengan Peraturan Bupat: tersendin

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 23
Dalam melaksanakan tugasnya setiap pejabat di lingkungan Badan
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatthan Daerah menerapkan prinsip
koordinasi, mtegrasi, dan sinkronisasi baik di hngkungan masing-masing
maupun antar satuan organisast di lingkungan Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatthan Daerah serta dengan nstansi lain di luar
Iingkungan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah sesuai

P - om A m oA aa Taomoa o oa
UucLixcil tusab 11ADILLIFE=111aADILLE

Pasal 24

(1) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan
mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta
petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah
ditetapkan, dan

(2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
dukuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta
dilapoiKaur S€Caua DeiKala Ssesdai daeingain  kKetentuan peraturan

perundang- undangan

Pasal 25
Setiap Pimpinan Satuan Organisasit di lingkungan Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan Daerah wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk
dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan
menyampaikan laporan tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan

Fasai 20
Setiap laporan yang diterima oleh pejabat administrator dan pejabat
pengawas wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun
laporan lebih lanjut dan memberlkan petunjuk kepada bawahan
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BAB VII

RETENTUAN FERALIHAN
Pasal 27
Dengan berlakunya peraturan Bupati 11, pejabat yang menduduk
jabatannya tetap melaksanakan tugasnya sampal dengan ditetapkannya
Pejabat baru sesuai dengan nomenklatur jabatan pada peraturan Bupati in1

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28
Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun
2021 tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan 7 (Tujuh) Organisasi
Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2021 tentang
Perubahan ketiga atas Peraturan Kepala Dacerahh Nomor 21 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Perangkat
Daerah, serta Peraturan Kepala Daerah Nomor 45 A tahun 2021 tentang
Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisast Perangkat Daerah

Kabupaten Halmahera Selatan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku
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Pasal 29

Peraturait Bupdu it wiulaun betlaku pddct 'Lcuxggcd diletapkait

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
mm1 dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera
Selatan

Ditetapkan di Labuha
Pada tanggal!6 wmebrvari 2023

BUPATI HALMAHERA SELATAN

e

USMAN SIDI

Diundangkan di Labuha
pada tanggal 16 pebruari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN,

Nip 1965 1 200003 1 002
BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2023
NOMOR

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

TTD

RUSDI HASAN,SH.MH
Nip 19830702 200812 1 002




LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
NOMOR T TAHUN 2023
TANGGAL 16 webruari 2023

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

BADAN
KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN DAERAH

KELOMPOK
JABATAN SEKRETARIAT
FUNGSIONAL
suB
BAGIAN
SUB
BAGIAN PEREI:)(‘Z&NAAN
UMUM DAN KEPEGAWAIAN PENYUSUNAN
PROGRAM
oo e
PENGEMBANGAN
BIDANG PEMBIN KEPANGKATAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAN PENSIUN
prGRWA INFORMASE KESEJAD::ERAAN
PEGAWAI
PEGAWAI
KELOMPOK KELOMPOK KELOMPOK
JABATAN JABATAN JABATAN
FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL

UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)

BUPATI HALMAHERA SELATAN

AN
\

~ \USMAN SIDIK



